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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA 

NOMOR 203/P/SK/HT/2009 
 

TENTANG 
SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA  

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
 
 

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, 
 

Menimbang :  a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Gadjah Mada sebagai 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diperlukan adanya pengaturan 
tentang tata cara rekrutmen, sistem karir, hak dan kewajiban 
Pegawai Universitas  yang merupakan bagian dari sistem penataan 
sumber daya manusia di lingkungan Universitas Gadjah Mada; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Keputusan 
Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 
12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas 
Gadjah Mada, pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a mulai 
diberlakukan selambat-lambatnya bulan Desember 2010; 

c.  bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan 
Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia Universitas Gadjah Mada; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4965); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3859); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan 
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3860); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); 

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 
12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas 
Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 
06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga 
Universitas Gadjah Mada; 

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 
16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Rektor Universitas Gadjah Mada; 

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 
29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah 
Mada 2008 – 2012; 

 
 
Memperhatikan  : Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada 

tanggal 24 Januari 2009.   
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG  
SISTEM  PENGELOLAAN SUMBER  DAYA  MANUSIA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.  
4. Unit kerja adalah Kantor Pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, 

Sekolah Vokasi, Lembaga, Pusat, Unit Penunjang Universitas, Unsur Pelaksana 
Administrasi, dan Satuan. 

5. Nilai-nilai Kegadjahmadaan adalah nilai-nilai filosofi yang mendasari pendirian dan 
penyelenggaraan Universitas yang terdiri dari Nilai-nilai Pancasila dan Nilai-nilai 
Keilmuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Pimpinan Organ 
Universitas Nomor 10/SK/MWA/2008, Nomor 06/SK/SA/2008, Nomor 532/SK/Set.R/ 
2008, dan Nomor 07/SK/MGB/2008.  

6. Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut SDM adalah pendidik dan tenaga 
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 
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7. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud 
dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.  

8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang dalam proses pembelajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Pegawai 
Tetap setelah aktif bekerja 1 (satu) tahun. 

9. Pegawai Magang adalah pelamar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
dinyatakan lulus seleksi dan diangkat  dengan Surat Keputusan Rektor sebagai 
Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan masa magang selama 6 (enam) bulan.  

10. Non-Tenure adalah Pendidik yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor setelah 
yang bersangkutan menjalankan masa magang dengan diberi status sebagai 
Pendidik Tidak Tetap. 

11. Tenure adalah Pendidik yang telah mengumpulkan angka kredit untuk mencapai 
jabatan Lektor (Assistant Professor) dengan diberi status Pendidik Tetap. 

12. Calon Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Universitas yang diangkat dengan 
Surat Keputusan Rektor setelah menjalani masa magang 6 (enam) bulan dengan 
diberi status sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap. 

13. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Calon Tenaga Kependidikan yang telah 
melaksanakan tugas secara aktif dengan menunjukkan kinerja yang baik selama           
1 (satu) tahun, dan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor sebagai Tenaga 
Kependidikan Tetap. 

14. Pendidik Kontrak adalah dosen tidak tetap yang berasal dari negara lain, lembaga di 
luar Universitas, masyarakat, atau guru besar purna tugas, yang diangkat dengan 
Surat Keputusan Rektor untuk  jangka waktu tertentu. 

15. Profesor Emeritus Universitas adalah Guru Besar yang telah purna tugas, baik yang 
berasal dari dalam maupun luar Universitas yang memenuhi persyaratan yang 
berlaku yang diaktifkan kembali dengan Surat Keputusan Rektor  sebagai Pendidik 
Kontrak. 

16. Praktisi adalah pendidik kontrak yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja 
dalam bidang khusus/profesi tertentu. 

17. Akademisi adalah pendidik kontrak yang mempunyai karir keilmuan tertentu dan 
berkecimpung di lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, atau lembaga 
pengabdian kepada masyarakat. 

18. Pendidik double degree adalah Pendidik selain pendidik kontrak, yang mengajar 
mahasiswa Universitas di negara asal pendidik tersebut yang diangkat dengan Surat 
Keputusan Rektor. 

19. Pendidik joint degree adalah Pendidik dari perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri 
selain pendidik kontrak, yang mengajar mahasiswa di Universitas atau di negara asal 
pendidik atau di perguruan tinggi pendidik dari dalam negeri/luar negeri yang diangkat 
dengan Surat Keputusan Rektor. 

20. Pendidik penugasan adalah Tenaga Kependidikan Universitas atau praktisi selain 
yang berstatus Pendidik Kontrak yang mengajar di Universitas yang diangkat dengan 
Surat Keputusan Rektor. 

21. Tenaga Kependidikan Kontrak adalah Tenaga Kependidikan tidak tetap yang berasal 
dari negara lain, lembaga di luar Universitas, atau masyarakat yang diangkat dengan 
Surat Keputusan Rektor untuk  jangka waktu tertentu. 
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22. Jalur Karir Administrasi adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga 
Kependidikan bidang administrasi. 

23. Jalur Karir Keahlian adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga 
Kependidikan pada bidang keterampilan/keahlian tertentu. 

24. Jalur Karir Struktural adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga 
Kependidikan berdasarkan kemampuan manajerial. 

25. Sistem Berjenjang adalah sistem penjenjangan karir bagi Pegawai Universitas.  
26. Jenjang Karir adalah jenjang jabatan yang diberikan kepada Pegawai dengan 

persyaratan tertentu. 
27. Science Citation Index adalah suatu indeks sitasi karya ilmiah yang dibuat oleh 

lembaga internasional seperti (namun tidak terbatas pada) Institute for Scientific 
Information, Thompson Reuters, dan Scopus yang meliputi publikasi ilmiah di jurnal-
jurnal terkemuka dan peer reviewed di dunia. 

28. Insentif adalah imbalan yang diberikan atas prestasi yang dicapai Pegawai. 
29. Benefit adalah fasilitas yang diberikan kepada Pegawai untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
30. Sistem Dana Pensiun adalah sistem pembayaran iuran oleh Pegawai dan Universitas 

untuk memberikan manfaat pensiun kepada Pegawai. 
31. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan adalah PNS yang telah 

menandatangani kontrak kerja dengan Universitas untuk bekerja di Universitas. 
 
 

BAB II 
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Pasal 2 

 
(1) Pengelolaan SDM sebagai unsur paling stretegis di Universitas harus didasarkan 

pada prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak 
membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender. 

(2) Pengembangan SDM di Universitas ditujukan untuk  meningkatkan pencapaian misi 
Universitas, sejalan dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam 
pengembangan  ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang relevan dengan 
kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai aktualisasi nilai-nilai kegadjahmadaan. 

 
BAB III 

PEGAWAI UNIVERSITAS  
 

Pasal 3 
 

(1) Pegawai Universitas terdiri atas: 
a. Pegawai Universitas yang berstatus non PNS; dan 
b. PNS yang dipekerjakan di Universitas. 

(2) Pegawai Universitas yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a adalah: 
a.  Pendidik yang terdiri atas:  

1. Pendidik Tetap; dan  
2. Pendidik Kontrak.   
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 b.  Tenaga Kependidikan yang terdiri atas:  
1. Tenaga Kependidikan Tetap; dan  
2. Tenaga Kependidikan Kontrak.    

(3) PNS yang dipekerjakan di Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat menjadi Pegawai Universitas setelah yang bersangkutan menandatangani dan 
terikat kontrak kerja dengan Universitas. 

(4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis yang 
sekurang-kurangnya berisi: 
a. nama dan alamat  Universitas; 
b. nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan alamat pegawai;  
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya insentif  dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Universitas  dan pegawai; 
g. jangka waktu berlakunya kontrak kerja; 
h. tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam kontrak kerja. 

(5) Pendidik PNS yang bersedia menandatangani kontrak kerja dengan Universitas, 
dapat memilih opsi mengikuti peraturan ini atau mengikuti peraturan PNS. 

(6) Dalam hal PNS yang telah dipekerjakan di Universitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b tidak bersedia menandatangani kontrak kerja dengan Universitas, 
diatur dengan peraturan tersendiri. 

 
Bagian Pertama 

Perencanaan Pengadaan Pegawai Universitas 
 

Pasal 4 
 

(1) Perencanaan pengadaan Pegawai Universitas dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan  rencana strategis Universitas. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan 
dengan memperhatikan rasio Pegawai Universitas dengan mahasiswa, rencana 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kondisi dan perkembangan 
sistem pembelajaran, dan rencana strategis fakultas. 

 
Bagian Kedua 

Rekrutmen 
 

Pasal 5 
 

(1) Lowongan formasi Pegawai Universitas diumumkan secara terbuka oleh Universitas 
melalui Direktorat Sumber Daya Manusia sekurang-kurangnya di Web Universitas 
dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.  

(2) Proses rekrutmen Pegawai Universitas dilakukan secara terbuka dan akuntabel.   
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Paragraf 1  
Pendidik Tetap 

 
Pasal 6 

(1)  Persyaratan bagi pelamar Pendidik Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut: 
a. berkewarganegaraan Indonesia; 
b. berpendidikan S-2 (Magister/Master) dari perguruan tinggi yang direkomendasi 

oleh Universitas dengan IPK minimal 3,50 dari skala 0-4, dan masa studi S-2 
maksimal   3 (tiga) tahun, usia maksimal 30 tahun, serta IPK S-1 minimal 3,25 
dan masa studi S-1 maksimal 5 (lima) tahun; 

c. berpendidikan S-3 (Doktor) dari perguruan tinggi yang direkomendasi oleh  
Universitas dengan ketentuan:  

1. IPK S-2 minimal 3,50 dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun, 
dan IPK S-1 minimal 3,00 dengan masa studi  maksimal 5 (lima) tahun;  

2. memiliki penelitian atau disertasi yang prospektif untuk dipublikasikan pada 
jurnal Internasional setelah melalui proses peer review oleh mitra bestari dan 
masuk dalam citation index, yang penentuannya dilakukan oleh komite di 
Fakultas dan Jurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 

3. usia maksimal 40 tahun kecuali mempunyai pengalaman akademik dan 
penelitian dengan angka kredit tertentu. 

d. mendapat rekomendasi dari Pendidik yang memiliki jabatan minimal Lektor 
(Assistant Professor) atau yang sederajat; 

e. memiliki score TOEFL minimal 550 atau score IELTS minimal 6,5 dengan 
pengecualian untuk program studi tertentu yang ditetapkan oleh Universitas. 

f. memiliki score Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 600 bagi pelamar yang 
belum mempunyai kualifikasi akademik S-3; 

g. sehat jasmani dan jiwa, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)  
yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas; 
dan 

h. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan 
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak 
pidana kejahatan.  

(2) Kesetaraan profesi/spesialis dengan S-2/S-3 ditetapkan dengan keputusan 
tersendiri. 

 
Pasal 7 

 
Dalam hal pelamar Pendidik Tetap yang berpendidikan S-2 tidak terpenuhi Universitas 
dapat menerima pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 dari perguruan tinggi yang 
direkomendasi oleh Universitas dengan IPK minimal 3,51 (cumlaude/dengan pujian) dari 
skala 0-4, dan masa studi maksimal 5 (lima) tahun, serta usia maksimal 25 tahun.  
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Pasal 8 
 

(1) Bagi pelamar berpendidikan S-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang 
diterima, dalam waktu maksimal 2 (dua)  tahun sudah harus melanjutkan pendidikan 
ke jenjang  S-2. 

(2) Bagi pelamar berpendidikan S-2 (Magister/Master) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b yang diterima, dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun sudah harus 
melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3.  

 
Paragraf 2  

Pendidik Kontrak  
 

Pasal 9 
 

Persyaratan bagi pengusulan calon Pendidik Asing: 
a. berkewarganegaraan asing; 
b. diusulkan oleh laboratorium, bagian/jurusan dan/atau fakultas dengan persetujuan 

Senat Fakultas; 
c. mempunyai keahlian yang dibutuhkan laboratorium, bagian/jurusan, dan/atau 

fakultas; 
d. negara asal calon yang diusulkan mempunyai hubungan diplomatik dengan 

pemerintah Republik Indonesia; 
e. mendapat izin dari pemerintah negara asal calon;  
f. mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia; 
g. memiliki gelar pendidikan S-3 (Doktor); dan  
h. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) 

yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter. 
 

Pasal 10 
 

Persyaratan  pengusulan calon Pendidik Kontrak yang berasal dari Akademisi: 
a. diusulkan oleh laboratorium, bagian/jurusan dan/atau fakultas dengan persetujuan 

Senat Fakultas; 
b. mempunyai keahlian yang dibutuhkan laboratorium, bagian/jurusan, dan/atau 

fakultas; 
c. memiliki gelar pendidikan  S-3 (Doktor); 
d. telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjadi Akademisi; 
e. mendapat rekomendasi dari pimpinan atau pejabat yang berwenang dari 

instansi/lembaga asal calon; dan  
f. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)  

yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter. 
 

 
Pasal 11 

 
Persyaratan bagi pengusulan calon Pendidik Kontrak yang berasal dari Praktisi atau 
Profesional sebagai berikut: 
a. diusulkan oleh laboratorium, bagian/jurusan dan/atau fakultas dengan persetujuan 

Senat Fakultas;  
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b. mempunyai keahlian tertentu yang dibutuhkan laboratorium, bagian/jurusan, 
dan/atau fakultas dengan pendidikan minimal S-1, atau D-4; 

c. mempunyai reputasi yang unggul dalam profesinya yang ditunjukkan oleh sertifikasi 
atau peran dan tanggung jawab yang dimiliki dalam organisasi profesi, atau 
mempunyai karya-karya yang bermutu; dan 

d. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA),  
yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.  

 
Pasal 12 

 
Persyaratan bagi pengusulan calon Profesor Emeritus: 
a. telah mencapai batas usia pensiun (65 tahun); 
b. diusulkan oleh laboratorium, bagian/jurusan dan/atau fakultas dengan persetujuan 

Senat Fakultas, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan proses regenerasi di 
tingkat laboratorium, bagian/jurusan dan/atau fakultas; 

c. telah menduduki jabatan Profesor selama minimal 2 (dua) tahun sebelum mencapai 
batas usia pensiun; 

d. telah melaksanakan kegiatan akademik sekurang-kurangnya 12 SKS per semester 
selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum mencapai batas usia pensiun pada program  
S-1, S-2, dan/atau S-3 di Universitas serta telah mengumpulkan angka kredit 
minimal 1050; 

e. telah membimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang mahasiswa S-2 dan/atau S-3 
dan telah meluluskan minimal 1 (satu) orang doktor selama 2 (dua) tahun terakhir di 
Universitas sebelum mencapai batas usia pensiun; 

f. selama menjadi Guru Besar telah menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan 
dalam jurnal internasional yang mempunyai proses peer review oleh mitra bestari, 
dan menulis minimal 1 (satu) buah buku di bidang ilmunya;  

g. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), 
yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas; 
dan 

h. menandatangani surat kesanggupan untuk diberhentikan sebagai Profesor Emeritus 
apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat 
(2). 

 
 

Paragraf 3 
Tenaga Kependidikan Tetap 

 
Pasal 13 

 
Persyaratan bagi pelamar Tenaga Kependidikan Tetap: 
a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA atau sederajat dengan nilai rapor 2 

(dua) tahun terakhir rata-rata minimal 7 (tujuh), dan tidak pernah tinggal kelas;  
b. memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan laboratorium, 

bagian/jurusan, fakultas dan/atau Universitas;  
c. usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun, kecuali untuk tugas-tugas yang 

bersifat khusus yang memerlukan calon dengan pengalaman tertentu. 
d. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA),  

yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas; dan 
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e. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan 
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 
kejahatan;  

 
 

Paragraf 4 
Tenaga Kependidikan Kontrak 

 
Pasal 14 

 
Persyaratan bagi pelamar Tenaga Kependidikan Kontrak: 
a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1, IPK minimal 3,25, masa studi maksimal 5 

(lima) tahun dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau dari Perguruan Tinggi 
luar negeri yang ekuivalen;  

b. usia maksimal 56 tahun; 
c. memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan laboratorium, 

bagian/ jurusan, fakultas dan/atau Universitas;  
d. sehat jasmani dan jiwa, serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA),  

yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas; dan  
e. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan 

tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 
kejahatan. 

 
Bagian Ketiga 

Seleksi Pendidik 
 

Pasal 15 
 

Seleksi pelamar Pendidik Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui 
beberapa tahap: 
a. seleksi administrasi dilakukan oleh Fakultas; 
b. seleksi kemampuan dalam bidangnya oleh bagian/jurusan atau fakultas dengan 

cara presentasi paper yang penilaiannya berdasarkan sistem gugur; 
c. pemeriksaan psikologis; 
d. wawancara oleh pengurus fakultas dan jurusan/bagian; 
e. tes kesehatan;  
f. pengusulan hasil seleksi calon Pendidik oleh Dekan fakultas kepada Rektor;  
g. wawancara oleh Tim Universitas; dan 
h. penentuan kelulusan oleh Rektor.  

 
Pasal 16 

 
(1) Seleksi pengusulan calon Pendidik Kontrak dilakukan melalui beberapa tahap: 

a. seleksi administrasi oleh fakultas dan/atau Universitas; 
b. seleksi kemampuan dalam bidangnya oleh bagian/jurusan atau fakultas dengan 

cara wawancara; dan 
c. tes kesehatan. 
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(2) Apabila diperlukan Pimpinan Universitas dapat meminta informasi tambahan kepada 

universitas/instansi/lembaga tempat asal calon diusulkan. 
 

Bagian Keempat 
Seleksi Tenaga Kependidikan 

 
Pasal 17 

 
Seleksi pelamar Tenaga Kependidikan Tetap dilakukan melalui beberapa tahap: 
a. seleksi administrasi oleh Universitas melalui Direktorat SDM; 
b. seleksi kemampuan; 
c. pemeriksaan psikologis; 
d. tes kesehatan;   
e. pengusulan hasil seleksi calon oleh Tim seleksi Universitas kepada Rektor; dan 
f. penentuan kelulusan oleh Rektor.   

 
Pasal 18 

 
(1) Seleksi pelamar Tenaga Kependidikan Kontrak dilakukan melalui beberapa tahap: 

a. seleksi administrasi oleh Universitas melalui Direktorat SDM; 
b. seleksi kemampuan dalam bidangnya oleh bagian/jurusan, fakultas, atau 

Universitas dengan cara wawancara; dan 
c. tes kesehatan. 

(2) Apabila diperlukan Pimpinan Universitas dapat meminta informasi tambahan kepada 
instansi/lembaga tempat asal calon diusulkan, kecuali untuk pengusulan calon 
perorangan. 

 
Bagian Kelima 
Pengangkatan 

 
Paragraf 1 

Pendidik Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap 
 

Pasal 19 
 

(1) Pelamar Pendidik Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap yang dinyatakan lulus 
seleksi diangkat oleh Rektor sebagai Pegawai Magang selama 6 (enam) bulan. 

(2) Pegawai Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Nomor 
Pegawai Universitas (NPU) dengan tata cara penulisan NPU seperti tersebut pada 
Lampiran Peraturan ini. 

(3) Pegawai yang telah menjalani masa magang dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak 
Tetap dengan sebutan Non Tenure bagi Pendidik dan Calon Tenaga Kependidikan 
bagi Tenaga Kependidikan, apabila selama masa magang yang bersangkutan: 
a. menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik; 
b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan 
c. mematuhi Kode Etik Universitas. 
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(4) Pengangkatan Pegawai Magang menjadi Non Tenure atau Calon Tenaga 
Kependidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Rektor.  

 
Paragraf 2 

Pendidik Kontrak dan Tenaga Kependidikan Kontrak 
 

Pasal 20 
 
(1) Pengangkatan Pendidik Kontrak dilakukan dengan sistem kontrak 1 (satu) semester 

atau 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang selama diperlukan apabila yang 
bersangkutan: 
a. menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik; 
b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan 
c. mematuhi Kode Etik Universitas. 

(2) Bagi Pendidik Kontrak Profesor Emeritus melaksanakan kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara 
penuh waktu yang ekuivalen dengan 12 SKS pada setiap semester.   

(3) Bagi Pendidik Kontrak yang berasal dari Akademisi dan/atau Praktisi dapat 
melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat) kurang dari 12 SKS pada setiap semester. 

(4)  Pengangkatan Tenaga Kependidikan Kontrak dilaksanakan dengan sistem kontrak 1 
(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama diperlukan apabila yang bersangkutan: 
a. menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik; 
b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan 
c. mematuhi Kode Etik Universitas. 
 

Pasal 21 
 

(1) Pegawai Tidak Tetap dengan sebutan Non Tenure bagi Pendidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila telah melaksanakan tugas Tridharma 
Perguruan Tinggi dan mengumpulkan angka kredit sesuai Peraturan ini dan 
mempunyai kualifikasi pendidikan S-3 dapat  diangkat menjadi Tenure yang berstatus 
Pendidik Tetap dengan Surat Keputusan Rektor.   

(2) Calon Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas secara aktif dengan 
menunjukkan kinerja yang baik selama masa magang 6 (enam) bulan dapat diangkat 
dengan Surat Keputusan Rektor menjadi Tenaga Kependidikan Tetap setelah bekerja 
selama 1 (satu) tahun.  

(3) Tenaga Kependididikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat 
pada jenjang karir masing-masing sesuai kemampuan dan formasi yang tersedia. 
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BAB IV 
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN HAK 

 
Bagian Kesatu 

Kewajiban dan Tugas 
 

Pasal 22 
 

(1) Kewajiban Pegawai Magang Pendidik adalah: 
a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang ekuivalen dengan 12 

SKS/semester; dan 
b. menjunjung tinggi etika akademik, kaidah keilmuan, dan citra baik Universitas serta 

mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 
(2) Tugas Pegawai Magang Pendidik adalah: 

a. membantu mengajar di Universitas;  
b. melaksanakan penelitian kelompok; dan 
c. berpartisipasi dalam tugas pengabdian kepada masyarakat. 

 
Pasal 23 

 
(1)   Kewajiban Pendidik Non Tenure dan Tenure adalah: 

a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi  yang ekuivalen dengan 12 
SKS/semester; 

b. menjunjung tinggi etika akademik, kaidah keilmuan, dan citra baik Universitas 
serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi; dan 

c. memiliki sertifikat pendidik dari Universitas. 
(2) Tugas Pendidik Non Tenure dan Tenure adalah: 

a. mengajar di Universitas; 
b. membimbing akademik, KKN, skripsi, tesis, dan/atau disertasi; 
c. melaksanakan penelitian mandiri atau kelompok; dan 
d. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan/atau penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 
 

Pasal 24 
(1) Kewajiban Profesor Emeritus adalah: 

a. bekerja penuh waktu; 
b.  melaksanakan sebagian atau seluruh Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 

SKS/semester;  
c. menjunjung tinggi etika akademik, kaidah keilmuan, dan citra baik Universitas 

serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi; dan 
d. membina pengembangan karier akademik Pendidik yang lebih muda menuju 

proses regenerasi.  
(2) Tugas Profesor Emeritus adalah: 

a. mengajar di Universitas; 
b. menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah; 
c. melaksanakan penelitian mandiri atau kelompok; 
d. membimbing/menguji skripsi, tesis, dan/atau disertasi; 
e. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat; dan 
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f. membantu pengembangan jejaring kerjasama dengan pihak-pihak luar Universitas 
dalam rangka mendukung Universitas. 

 
Pasal 25 

 
(1) Kewajiban Pendidik Kontrak yang berasal dari Akademisi atau Praktisi/Profesional 

adalah:  
a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; dan 
b. menjunjung tinggi etika akademik, kaidah keilmuan, dan citra baik Universitas 

serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 
(2) Tugas Pendidik Kontrak adalah: 

a. mengajar di program studi yang ada di fakultas atau Sekolah Pascasarjana; 
b. melaksanakan penelitian kelompok; 
c. membimbing dan/atau menguji tugas akhir, skripsi, tesis, dan/atau disertasi; 
d. membimbing seminar mahasiswa; dan 
e. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat.  
 

Pasal 26 
 

(1) Kewajiban Pegawai Magang Tenaga Kependidikan adalah: 
a. membantu melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi 

yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja di bawah bimbingan dan arahan atasan 
langsung; 

b. memegang teguh rahasia jabatan; dan 
c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin serta menjaga citra baik 

Universitas serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 
(2) Tugas Pegawai Magang Tenaga Kependidikan adalah: 

a. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 40 jam per minggu; 
b. menjalankan tugas tambahan untuk menunjang proses pelayanan secara 

optimal; 
c. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan 

sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan; dan 
d. menjaga dan memanfaatkan seluruh aset milik Universitas untuk kepentingan 

pengembangan Universitas. 
 

Pasal 27 
 

(1) Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap adalah: 
a. melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan rincian tugas 

pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja; 
b. memegang teguh rahasia jabatan; dan 
c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin dan menjaga citra baik 

Universitas serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 
(2) Tugas Tenaga Kependidikan Tetap adalah: 

a. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 40 jam per minggu; 
b. menjalankan tugas tambahan untuk menunjang proses pelayanan secara 

optimal; 
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c. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan 
sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan; dan 

d. menjaga dan memanfaatkan seluruh aset milik Universitas untuk kepentingan 
pengembangan Universitas. 

 
Pasal 28 

 
(1) Kewajiban Tenaga Kependidikan Kontrak adalah: 

a. melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang dituangkan dalam 
Kontrak Kerja; 

b. memegang teguh rahasia jabatan; dan 
c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin dan menjaga citra baik 

Universitas serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 
(2) Tugas Tenaga Kependidikan Kontrak adalah: 

a. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 40 jam per minggu; 
b.  melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan 

sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan; dan 
c. menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh Universitas 

dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan tugas pokok dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Hak 

 
Pasal 29 

 
Hak Pegawai Magang (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) adalah: 
a. menerima gaji berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan keputusan 

tersendiri; dan 
b. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/Universitas untuk 

kemajuan fakultas/Universitas.  
 

Pasal 30 
 

Hak Pendidik Non Tenure dan Tenure adalah:  
a. menerima gaji, tunjangan, dan  insentif berdasarkan remunerasi yang ditetapkan 

dalam keputusan tersendiri; 
b. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/Universitas untuk 

kemajuan fakultas/Universitas;  
c. mengambil cuti; dan 
d. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

Pasal 31 
 

Hak Pendidik Kontrak adalah:  
a. menerima insentif berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan keputusan 

tersendiri; 
b. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/Universitas untuk 

kemajuan fakultas/Universitas; dan 
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c. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 

 
Pasal 32 

 
Hak Calon Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Tetap adalah:  
a. menerima gaji, tunjangan, dan insentif berdasarkan remunerasi yang ditetapkan 

dengan keputusan tersendiri; 
b. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/Universitas untuk 

kemajuan fakultas/Universitas;  
c. mengambil cuti; dan 
d. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

Pasal 33 
 

Hak Tenaga Kependidikan Kontrak adalah:  
a. menerima insentif berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan keputusan 

tersendiri;  
b. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/Universitas untuk 

kemajuan fakultas/Universitas; dan 
c. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

BAB V 
 SISTEM KARIR 

 
Bagian Pertama 

Pengembangan Karir 
 

Pasal 34 
 

(1) Pengembangan karir Pegawai Universitas dilakukan melalui program pendidikan dan 
pelatihan sesuai dengan kemampuan pegawai dan kebutuhan unit kerja masing-
masing.  

(2) Program pendidikan dan pelatihan mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berjenjang. 
(4) Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada semua Pegawai Universitas dengan 
mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir Pegawai yang bersangkutan dan 
kebutuhan masing-masing unit kerja. 

(5) Pengembangan karir dan keahlian Pegawai Universitas harus dilakukan secara 
profesional yang ditunjukkan dengan sertifikasi profesi. 

(6) Tata cara serta jenis pendidikan dan pelatihan yang perlu diikuti oleh Pegawai 
Universitas pada setiap jenjang karir ditetapkan dengan keputusan tersendiri.  

 
 



 
 
   

16

Bagian Kedua 
Sistem Jenjang Karir 

 
Pasal 35 

 
(1) Jenjang karir Pegawai Universitas terdiri dari 17 tingkat. 
(2) Jenjang karir bagi Pendidik Tetap dimulai dari tingkat 10. 
(3) Jenjang karir bagi Tenaga Kependidikan Tetap dimulai dari tingkat 1. 

 
 

Pasal 36 
 

Jenjang karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi Pendidik Kontrak 
dan Tenaga Kependidikan Kontrak.  
 

Bagian Ketiga 
Jenjang Karir Pendidik 

 
Pasal 37 

 
Jenjang jabatan Pendidik Tetap terdiri atas: 
a. Asisten Ahli (Instructor); 
b. Lektor (Assistant Professor);  
c. Lektor Kepala (Associate Professor); dan 
d. Guru Besar (Professor).  

 
 

Pasal 38 
 

(1) Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan tingkat Pendidik Tetap 
adalah:  
a. Asisten Ahli (Instructor)   :  tingkat 10 – 11 
b. Lektor (Assistant Professor)  :  tingkat 12 – 13 
c. Lektor Kepala (Associate Professor) :  tingkat 14 – 15  
d. Guru Besar (Professor)   :  tingkat 16 – 17 

(2) Angka Kredit Jabatan Pendidik Tetap:  
a. Asisten Ahli (Instructor)   :  200 –   299 
b. Lektor (Assistant Professor)  :  300 –   499 
c. Lektor Kepala (Associate Professor) :  500 –   849 
d. Guru Besar (Professor)   :  850 – 1050 
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Bagian Keempat 
Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan Pendidik 

 
Paragraf 1 

Asisten Ahli (Instructor) 
 

Pasal 39 
 

Persyaratan pengangkatan Jabatan Asisten Ahli (Instructor): 
a. pada waktu yang bersangkutan ditetapkan sebagai Non Tenure telah mengumpulkan 

angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dengan rincian 
bidang pendidikan minimal 25%, penelitian minimal 50%, dan pengabdian kepada 
masyarakat/penunjang minimal 10%;   

b. memiliki kualifikasi pendidikan S-2 dan telah melaksanakan tugas Tridharma 
Perguruan Tinggi minimal 1 (satu) tahun; dan 

c. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tatakrama dalam 
kehidupan kampus. 

 
 

Paragraf 2 
Lektor (Assistant Professor) 

 
Pasal 40 

 
(1)  Persyaratan pengangkatan Jabatan Lektor (Assistant Professor) adalah: 

a. memiliki kualifikasi pendidikan S-3; dan 
b. mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

huruf b dengan rincian bidang pendidikan minimal 25%, penelitian minimal 50%, 
dan pengabdian kepada masyarakat/penunjang minimal 10%. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun menduduki jabatan Lektor (Assistant Professor) yang 
bersangkutan wajib menghasilkan 5 (lima) karya ilmiah, dan 1 (satu) publikasi yang 
diantaranya masuk bidang  penelitian dalam Science Citation Index, atau 
menghasilkan hibah dengan nilai yang ditetapkan dalam keputusan tersendiri. 

 
Paragraf 3 

Lektor Kepala (Associate Professor) 
 

Pasal 41 
 

(1)  Persyaratan pengangkatan Jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) adalah: 
 a. memiliki kualifikasi pendidikan S-3; dan 

b. mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 
huruf c dengan rincian bidang pendidikan minimal 25%, penelitian minimal 50%, 
dan pengabdian kepada masyarakat/penunjang minimal 10%. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun menduduki jabatan Associate Professor yang 
bersangkutan wajib menghasilkan minimal 1 (satu) publikasi Internasional dalam 
jurnal akademik Internasional dengan proses Peer Review, dan masuk dalam Science 
Citation Index, atau menghasilkan  hibah dengan nilai yang ditetapkan dengan 
keputusan tersendiri. 
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Paragraf 4 
Guru Besar (Professor) 

 
Pasal 42 

 
(1)  Persyaratan pengangkatan Jabatan Guru Besar (Professor) adalah: 

a. memiliki kualifikasi pendidikan S-3; dan 
b. mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

huruf d dengan rincian bidang pendidikan minimal 25%, penelitian minimal 50%, 
dan pengabdian kepada masyarakat/penunjang minimal 10%. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun menduduki jabatan Professor yang bersangkutan wajib 
menghasilkan minimal 1 (satu) publikasi internasional dalam jurnal akademik 
internasional dengan proses peer review, dan masuk dalam Science Citation Index, 
atau menghasilkan  hibah dengan nilai yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 

 
Pasal 43 

 
Lektor Kepala (Associate Professor) dan Guru Besar (Professor)  yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2)  tingkat 
yang bersangkutan diturunkan satu tingkat lebih rendah. 

 
Pasal 44 

 
(1) Rincian kegiatan dan angka kredit serta tata cara pengusulan untuk pengangkatan/ 

kenaikan jabatan/tingkat Pendidik ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
(2) Rincian kegiatan dan angka kredit serta tata cara pengusulan untuk pengangkatan/ 

kenaikan jabatan/tingkat Pendidik pada Sekolah Vokasi ditetapkan dengan keputusan 
tersendiri. 

 
Bagian Kelima 

Jenjang Karir Tenaga Kependidikan 
 

Pasal 45 
 

(1) Jalur karir Tenaga Kependidikan Tetap terdiri atas: 
a.  Jalur karir administrasi; 
b.  Jalur karir keahlian; dan  
c.  Jalur karir struktural. 

(2) Jalur karir administrasi difokuskan pada pengembangan keahlian atau keterampilan 
administrasi untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi Tenaga Kependidikan yang bersangkutan pada unit kerjanya masing-masing. 

(3) Jalur karir keahlian difokuskan pada pengembangan keahlian atau keterampilan 
Tenaga Kependidikan dalam bidang teknis tertentu seperti teknisi, pranata komputer, 
pustakawan, arsiparis, laboran dan bidang lain yang memerlukan keterampilan 
khusus. 

(4) Jalur karir struktural diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang memiliki 
kemampuan manajerial dalam mengelola anggota tim pada suatu satuan tugas. 
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Pasal 46 
 
(1) Penjenjangan jalur karir administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 

huruf a sebagai berikut: 
a. Asisten Administrator; 
b. Administrator Muda; 
c. Administrator Madya; dan 
d. Administrator Utama. 

(2) Penjenjangan jalur karir keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)   
huruf b,  sebagai berikut: 
a. Asisten Spesialis; 
b. Spesialis Muda; 
c. Spesialis Madya; dan 
d. Spesialis Utama. 

(3) Penjenjangan jalur karir struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)   
huruf c,  sebagai berikut:  
a. Kepala Seksi; 
b. Kepala Subdirektorat/Kepala Bidang/Kepala Kantor/Kepala Bagian; 
c. Sekretaris Direktorat;  
d. Sekretaris Eksekutif/Direktur; dan 
e. Jabatan lain di atas Direktur 

(4) Jabatan lain di atas Direktur ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

Pasal 47 
 

(1) Jabatan Struktural selain sebagai jalur karir bagi Tenaga Kependidikan dapat pula 
dijabat oleh Pendidik Tetap (Tenure). 

(2) Pendidik yang menduduki jabatan struktural dan non-struktural pada organ Universitas, 
ekuivalensi terhadap tugas pokoknya ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 

(3) Eselonisasi jabatan struktural Universitas ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

Pasal 48 
 

(1) Jenjang Jabatan dan tingkat jalur karir Administrasi Tenaga Kependidikan:  
a. Asisten Administrator :  tingkat   1 -   4  
b. Administrator Muda :  tingkat   5 -   8  
c. Administrator Madya :  tingkat   9 - 10   
d. Administrator Utama :  tingkat 11 - 12  

(2) Angka kredit jabatan jalur karir administrasi Tenaga Kependidikan:  
a. Asisten Administrator :    30 –   79 
b. Administrator Muda :    80 – 174 
c. Administrator Madya :  175 – 249 
d. Administrator Utama :  250 – 300 

(3) Jenjang Jabatan dan tingkat jalur karir keahlian Tenaga Kependidikan:  
a. Asisten Spesialis :  tingkat   3 -   4 
b. Spesialis Muda :  tingkat   5 -   8   
c. Spesialis Madya :  tingkat   9 - 13   
d. Spesialis Utama :  tingkat 14 - 15   
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(4)  Angka kredit jabatan jalur karir keahlian Tenaga Kependidikan: 
a. Asisten Spesialis :    50 –   79 
b. Spesialis Muda :    80 – 174 
c. Spesialis Madya :  175 – 499 
d. Spesialis Utama :  500 – 650 

(5) Jenjang Jabatan dan tingkat jalur karir Struktural Tenaga Kependidikan:  
a. Kepala Seksi :  tingkat   9 – 10  
b. Kasubdir/Kabid/KKA/Kabag :  tingkat 11 – 12  
c. Sekretaris Direktorat :  tingkat 13 – 14   
d. Sekretaris Eksekutif/Direktur :  tingkat 15 – 16  
e. Jabatan lain di atas Direktur :  tingkat 17  

(6)  Angka kredit jabatan jalur karir struktural Tenaga Kependidikan: 
a. Kepala Seksi :    175 –   249 
b. Kasubdir/Kabid/KKA/Kabag :    250 –   399 
c. Sekretaris Direktorat :    400 –   649  
d. Sekretaris Eksekutif/Direktur :    650 – 1049 
e. Jabatan lain di atas Direktur :  1050 
 

Pasal 49 
 

(1) Kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing jabatan diatur 
dalam keputusan tersendiri. 

(2) Penghitungan angka kredit dan tata cara pengusulan kenaikan jabatan/tingkat 
ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 

 
Pasal 50 

 
(1) Perpindahan antar jalur karir Tenaga Kependidikan dimungkinkan.  
(2) Perpindahan jalur karir dimungkinkan dari Tenaga Kependidikan menjadi Pendidik.  
(3) Perpindahan jalur karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

dilakukan sepanjang memenuhi syarat dan dibutuhkan oleh fakultas/Universitas. 

 
BAB VI 

PENILAIAN KINERJA 
 

Pasal 51 
 

Penilaian kinerja untuk memperoleh bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan 
dan pengembangan Pegawai Universitas dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh 
Dekan/Rektor.  

 
Pasal 52 

 
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan: 
a.   perpanjangan kontrak kerja; 
b.   kenaikan jabatan/tingkat; 
c.   pemberian insentif kinerja; 
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d.    rotasi; dan/atau 
e.    promosi dan demosi jabatan. 

 
Pasal 53 

 
Unsur-unsur penilaian  kinerja Pendidik sekurang-kurangnya meliputi: 
a.  aspek teknis terdiri atas: 

1. mengajar dan supervisi; 
2. penelitian dan publikasi; 
3. pengabdian kepada masyarakat; dan 
4. pengembangan institusi.  

b.  aspek  keperilakuan terdiri atas: 
1. kedisiplinan; 
2. komitmen; 
3. penampilan; 
4. etika dan kesopanan;  
5. kejujuran; dan 
6. loyalitas. 

c. aspek manajerial terdiri atas: 
1. kepemimpinan; 
2. pemecahan masalah; 
3. pengambilan keputusan; dan 
4. pengembangan jejaring. 

 
Pasal 54 

 
(1)   Unsur-unsur penilaian kinerja Tenaga Kependidikan sekurang-kurangnya meliputi: 

a.  aspek teknis terdiri atas:  
1. inisiatif; 
2. inovasi; 
3. komunikasi; 
4. kemampuan adaptasi; 
5. motivasi; 
6. kerjasama; 
7. kemandirian; 
8. produktivitas, terkait dengan kuantitas hasil; dan 
9. kualitas, terkait dengan standar kerja hasil. 

  b.  aspek keperilakuan terdiri atas: 
1. kedisiplinan; 
2. komitmen; 
3. penampilan; 
4. etika dan kesopanan;  
5. kejujuran; dan 
6. loyalitas. 

(2) Bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural di Universitas, 
penilaian unsur-unsur kinerja meliputi semua aspek yang dimaksud ayat (1) ditambah 
dengan aspek manajerial sebagai berikut: 
a.  kepemimpinan; 
b.  pemecahan masalah; dan  
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c.  pengambilan keputusan. 
 

Pasal  55 
 

Penilaian kinerja Pegawai Universitas meliputi:  
a.  Rektor oleh Majelis Wali Amanat. 
b.  Dekan oleh Rektor setelah mendapat bahan penilaian dari Senat Fakultas. 
c.  Pegawai yang menduduki jabatan struktural selain Rektor dan Dekan dilakukan oleh: 

1. atasan langsung yang secara nyata mengkoordinasikan pekerjaan; 
2. rekan kerja dalam satu satuan unit kerja; 
3. bawahan yang dipimpin langsung; dan 
4. pegawai yang bersangkutan. 

 
Pasal 56 

Tim Penilai kinerja untuk Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dilakukan oleh: 
a. atasan langsung yang secara nyata mengkoordinasikan pekerjaan; 
b. rekan kerja dalam satu satuan unit kerja; dan 
c. pegawai yang bersangkutan. 

 
Pasal  57 

 
Penilaian kinerja Pegawai dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau enam bulan 
sekali (satu semester sekali). 

 
Pasal 58 

 
Tata Cara penilaian kinerja Pegawai ditetapkan dengan keputusan tersendiri. 
 

 
BAB VII 

PENGGAJIAN 
 

Bagian Pertama 
Gaji Pokok 

 
Pasal 59 

 
Gaji pokok merupakan imbalan dari Universitas atas kewajiban pokok yang harus 
dilaksanakan oleh Pegawai yang besarnya bersifat tetap setiap bulan dan ditentukan 
berdasarkan tingkat. 

 
Pasal 60 

 
(1) Pegawai Magang berhak atas 75% dari gaji pokok yang berlaku. 
(2) Non Tenure dan Calon Tenaga Kependidikan berhak atas 90% dari gaji pokok yang 

berlaku. 
(3) Tenure dan Tenaga Kependidikan Tetap berhak atas 100% dari gaji pokok yang 

berlaku. 
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Pasal 61 
 
(1) Skala gaji pokok dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi 

keuangan Universitas, memperhatikan nilai kebutuhan hidup, kebijakan pemerintah, 
dan tingkat inflasi sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun. 

(2) Skala gaji pokok dan sistem penggajian diatur dengan peraturan tersendiri. 
 

Bagian Kedua 
Tunjangan 

 
Pasal 62 

 
(1) Tunjangan merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan 

kepada Pegawai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, dan memotivasi 
Pegawai untuk meningkatkan produktivitas. 

(2) Tunjangan dapat berupa finansial dan non-finansial. 
 

Pasal  63 
 
(1) Jenis Tunjangan Pegawai Universitas adalah: 
 a. tunjangan masa kerja; 
 b.  tunjangan jabatan; dan 
 c. tunjangan kesejahteraan. 
(2)    Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
 a. tunjangan keluarga; 
 b.  tunjangan kesehatan; 
 c.  tunjangan Hari Raya;  
 d.  tunjangan pensiun; dan 
 e. tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas. 
(3)   Pedoman pemberian tunjangan diatur dengan peraturan tersendiri. 

 
Bagian Ketiga 

Insentif dan Benefit 
 

Pasal  64 
 
(1) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat dapat memperoleh insentif yang jenis dan 

jumlahnya bervariasi menurut kinerja, kualifikasi dan profesi. 
(2) Insentif dibebankan pada unit kerja masing-masing. 
(3) Insentif untuk Pendidik dapat diberikan dalam bentuk:  

a. insentif kelebihan beban tugas; 
b. insentif tugas penelitian; 
c. insentif pembimbingan akademik, praktikum, kerja lapangan, KKN, skripsi, tesis, 

dan/atau disertasi. 
d. insentif publikasi Ilmiah; dan/atau 
e. insentif penulisan buku. 

(4) Insentif untuk Tenaga Kependidikan diberikan dalam bentuk: 
a. insentif kinerja; 
b. insentif kedisiplinan; dan/atau 
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c. insentif kelebihan jam kerja/lembur. 
 

Pasal 65 
 
(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas utama, Pendidik mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat, Universitas dapat 
memberikan fasilitas (benefit) sesuai dengan kemampuan Universitas.  

(2) Jenis benefit yang dapat diberikan kepada Pendidik adalah:  
a.  benefit finansial:  

1. bantuan biaya persiapan studi lanjut S-3 (TOEFL, TPA, IELTS, GRE, GMAT, 
dll.); 

2. bantuan biaya studi lanjut S-3; 
3. bantuan biaya kursus, pelatihan, seminar, konferensi tingkat internasional 

untuk pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan fakultas dan 
Universitas; 

4. bantuan settlement cost sesudah tugas belajar di luar negeri; 
5. bantuan sewa kontrak rumah bagi Pendidik baru maksimal 1 (satu) tahun; 

dan/atau 
6. bantuan tali asih bagi Pendidik yang memasuki masa purna tugas, yang tidak 

melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik Pendidik, serta berkinerja 
baik. 

b. benefit non-finansial: 
1. ruang kerja dan fasilitasnya; 
2. fasilitas internet dan perpustakaan; 
3. sabbatical leave;  
4. kesempatan magang/dicangkokkan di Universitas/instansi yang lebih maju 

baik di dalam maupun di luar negeri; 
5. kesempatan mengikuti academic recharging dan post doctoral; dan/atau 
6. kesempatan bekerja/mengajar di universitas/industri/institusi lain di dalam 

maupun di luar negeri.  
  

Pasal 66 
 

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, 
Universitas dapat memberikan fasilitas (benefit) sesuai dengan kemampuan 
Universitas. 

(2)    Jenis benefit yang dapat diberikan kepada  Tenaga Kependidikan adalah: 
 a. benefit finansial: 

1. bantuan biaya persiapan studi lanjut  (TOEFL, TPA, IELTS, GRE, GMAT, dll.); 
2. bantuan biaya studi lanjut S-1, S-2 dan S-3; 
3. bantuan biaya kursus, pelatihan, seminar, untuk pengembangan diri yang 

relevan dengan kebutuhan unit kerja; dan/atau 
4. bantuan tali asih bagi Tenaga Kependidikan yang memasuki masa purna 

tugas, yang tidak melakukan pelanggaran disiplin berat, dan kode etik Tenaga 
Kependidikan, serta berkinerja baik. 
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b. benefit non-finansial: 
1. ruang kerja dan fasilitasnya; 
2. fasilitas internet dan perpustakaan;  
3. kesempatan magang/dicangkokkan di Universitas/instansi yang lebih maju 

baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau 
4. kesempatan bekerja/mengajar di universitas/industri/institusi lain di dalam 

maupun di luar negeri. 
 

Pasal 67 
 

Pemberian insentif dan benefit diatur dengan peraturan tersendiri. 

 
BAB VIII 

PEGAWAI YANG BERADA DI LUAR NEGERI 
 

Pasal 68 
 
Pegawai dapat melakukan perjalanan dan tinggal di luar negeri untuk keperluan antara lain: 
a. melanjutkan studi/tugas belajar; 
b. melakukan kegiatan post doctoral; 
c. mengajar di perguruan tinggi; 
d. mengikuti pelatihan, workshop, seminar, internship, dan kegiatan semacamnya; atau 
e. mengambil cuti di luar tanggungan Universitas/Negara karena mendampingi 

suami/isteri yang sedang tugas belajar. 
 

Pasal 69 
 
Pegawai yang akan ke luar negeri baik karena penugasan maupun karena kemauan 
sendiri, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk aktif bekerja kembali di 
Universitas setelah jangka waktu penugasan/izin ke luar negeri berakhir. 
 

Pasal 70 
 
Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat ketentuan 
sebagai berikut: 
a. pegawai yang setelah lulus program Doktor langsung melakukan kegiatan post 

doctoral, kegiatan yang dilakukannya harus merupakan kelanjutan penelitian yang 
meningkatkan mutu untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, dan yang 
bersangkutan sanggup berusaha membangun jejaring kerjasama internasional, serta 
dapat memfasilitasi pegawai yunior Universitas untuk kemitraan; 

b. pegawai yang sedang berada di luar negeri untuk keperluan melakukan kegiatan post 
doctoral, apabila akan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, internship, dan 
kegiatan semacamnya, baik di negara yang sama maupun negara lain, yang 
bersangkutan sanggup untuk tidak minta bantuan pembiayaan dari Universitas;  
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c. pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan Universitas/Pemerintah RI selama 
berada di luar negeri sanggup berusaha membangun jejaring untuk meningkatkan 
kemitraan Universitas dengan perguruan tinggi/lembaga luar negeri. 

d. pegawai yang tidak dapat aktif bekerja kembali setelah selesai tugas belajar karena 
bertempat tinggal di luar negeri sebagai akibat masalah pribadi seperti perkawinannya 
dengan orang luar negeri, maka yang bersangkutan sanggup mengembalikan biaya 
yang telah dikeluarkan Universitas/Pemerintah RI, dan menyekolahkan/membiayai 
seorang Pegawai Universitas dari unit kerja yang sama untuk menempuh studi 
dengan strata seperti yang ditempuh oleh yang bersangkutan; atau 

e. apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa bantuan pembiayaan 
Universitas/Pemerintah RI, yang bersangkutan sanggup menyekolahkan/menanggung 
biaya seorang pegawai Universitas untuk menempuh studi seperti yang ditempuh 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 71 

 
Pegawai yang sedang melanjutkan studi dan melakukan kegiatan post doctoral di luar 
negeri wajib menyampaikan laporan perkembangan studi/penelitian setiap 6 (enam) bulan. 
 

Pasal 72 
 
Pegawai yang mengajar di perguruan tinggi luar negeri dibatasi untuk jangka waktu 
maksimal  2 (dua) tahun, dengan ketentuan: 
a. untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, baru diizinkan lagi setelah mengajar di 

Universitas selama 3 (tiga) tahun; dan 
b. untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, baru diizinkan lagi setelah mengajar di 

Universitas selama 6 (enam) tahun. 
 
 

BAB IX 
CUTI 

 
Pasal 73 

 
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Pegawai Tetap Universitas yang diizinkan oleh 
pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 

 
Pasal  74 

Jenis Cuti bagi Pegawai meliputi: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti sakit; 
c. cuti menikah; 
d. cuti persalinan;  
e. cuti menunaikan ibadah keagamaan;  
f. cuti duka; dan 
g. cuti di luar tanggungan Universitas/Negara. 
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Pasal  75 
 
Pedoman tentang cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan peraturan 
tersendiri. 

BAB X 
KONFLIK KEPENTINGAN 

 
Pasal 76 

 
(1) Pegawai yang bekerja di luar Universitas wajib meminta izin terlebih dahulu kepada 

Rektor apabila yang bersangkutan akan menerima penawaran pekerjaan tetap 
ataupun tidak tetap termasuk mengajar pada institusi lain di luar Universitas. 

(2) Pegawai yang memilih menerima pekerjaan/jabatan di luar Universitas sehingga yang 
bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas 9 SKS/semester bagi Pendidik dan 30 
jam/minggu bagi Tenaga Kependidikan, harus menerima konsekuensi mengambil cuti 
di luar tanggungan Universitas/Negara atau diberhentikan sebagai Pegawai 
Universitas. 

 
Pasal 77 

 
(1) Setiap Pegawai dilarang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan 

Universitas. 
(2) Setiap Pegawai wajib menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antara 

kepentingan pribadi dan kepentingan Universitas dalam setiap tindakan dan 
pengambilan keputusan. 

(3) Dalam hal terdapat pegawai yang setelah bekerja di Universitas akan memiliki 
hubungan keluarga langsung dengan Pegawai lain (termasuk hubungan pernikahan, 
orang tua, saudara kandung, anak, menantu, mertua) pada satu unit kerja di tingkat 
laboratorium, bagian atau jurusan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, 
kepada yang bersangkutan diambil tindakan sebagai berikut:  
a. menempatkan Pegawai yang memiliki hubungan tersebut pada laboratorium, 

bagian atau jurusan yang terpisah; dan 
b. apabila salah satu Pegawai yang memiliki hubungan keluarga menduduki jabatan 

struktural di suatu unit kerja maka Pegawai yang lain tidak diperkenankan 
menduduki jabatan struktural di unit kerja yang sama, atau jabatan struktural yang 
lain yang mempunyai potensi konflik kepentingan. 

 
 

BAB XI 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENSIUN 

 
Pasal 78 

 
(1) Pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Magang, Pendidik Tidak Tetap, dan 

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dapat dilakukan setiap saat apabila Pegawai 
tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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(2) Pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Universitas  dilakukan apabila: 
a. telah habis masa kontrak bagi Pendidik Kontrak dan Tenaga Kependidikan 

Kontrak; 
b. telah memasuki batas usia pensiun; 
c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis; 
d. tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan/sakit yang 

tidak mungkin disembuhkan lagi; 
e. tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak 

baik; 
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran kode etik/peraturan 

disiplin; 
g. dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena masalah pidana berat; dan/atau 
h. perampingan Pegawai karena reorganisasi kelembagaan, atau sebab-sebab yang 

lain. 
 

Pasal 79 
 

Pensiun terjadi karena: 
a. telah memasuki batas usia pensiun:   

1. untuk Pendidik adalah 65 tahun; 
2. untuk Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara eselon II adalah                     

60 tahun; 
3. untuk Tenaga kependidikan selain yang tersebut pada angka 2 (dua) adalah 56 

tahun. 
b. meninggal dunia. 
c. mengajukan pensiun dini. 

Pasal 80 
 
(1) Dana pensiun berasal dari iuran Pegawai dan subsidi Universitas. 
(2) Setiap Pegawai membayar iuran per bulan sebesar 5% dari gaji pokok. 
(3) Subsidi dari Universitas per bulan sebesar 3% dari gaji pokok untuk setiap Pegawai. 

 
Pasal 81 

 
Pegawai yang berhak atas dana pensiun adalah: 
a. yang telah bekerja di Universitas secara terus menerus minimal 20 tahun; 
b. usia minimal 50 tahun; 
c. mencapai batas usia pensiun untuk Pendidik 65 tahun, Tenaga Kependidikan yang 

menduduki jabatan setara eselon II 60 tahun, dan Tenaga Kependidikan lainnya 56 
tahun; dan/atau 

d. meninggal dunia sebelum batas usia minimal pensiun. 
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BAB XII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal  82 

 
(1) Profesor Emeritus tidak dapat menduduki jabatan anggota dan pimpinan Majelis 

Wali Amanat, Majelis Guru Besar, dan Dewan Audit,  unsur Pimpinan Universitas 
dan semua lembaga di lingkungan Universitas, serta anggota dan pimpinan Senat 
Akademik dan Senat Fakultas. 

(2) Dalam hal Profesor Emeritus menduduki jabatan di lembaga lain di luar yang 
disebutkan pada ayat (1) yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Profesor 
Emeritus di Universitas. 

 
Pasal 83 

 
Ketentuan tentang Pendidik double degree, Pendidik joint degree, dan penugasan 
Tenaga Kependidikan sebagai Pendidik diatur dengan peraturan tersendiri. 
 

Pasal 84 
 

(1) Pegawai yang berprestasi luar biasa dan membawa citra baik bagi Universitas dapat 
diberikan penghargaan. 

(2) Pegawai yang tidak mentaati kewajiban dan melakukan pelanggaran disiplin/kode etik  
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Universitas dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

(3) Pedoman pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan peraturan tersendiri. 
 

Pasal 85 
Pengelolaan SDM pada sekolah vokasi diatur dengan peraturan tersendiri. 

 
Pasal 86 

 
Anggaran yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan Pegawai dibebankan 
pada anggaran Fakultas, Universitas, dan/atau unit kerja lain yang terkait. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN  PERALIHAN 
 

Pasal 87 
 
(1) Semua peraturan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan SDM Universitas, tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan ini. 
(2) Pegawai dengan status PNS yang bekerja di Universitas tetap terikat oleh Peraturan 

Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian.  
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(3) Pegawai yang berada di luar negeri sebelum ditetapkan peraturan ini, dalam waktu 
paling lama 1 (satu) tahun diwajibkan menandatangani kesanggupan untuk mentaati 
peraturan ini. 

(4) Pegawai yang sebelum ditetapkannya peraturan ini, memiliki hubungan keluarga 
langsung dengan Pegawai lain (termasuk hubungan pernikahan, orang tua, saudara 
kandung, anak, menantu, mertua) pada satu unit kerja, ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) tidak berlaku. 

 
BAB XIV 

KETENTUAN  PENUTUP 
 

Pasal 88 
 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
keputusan tersendiri. 

 
Pasal 89 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal  2 Mei 2009 
 
Rektor, 

 
                                                                                      ttd 

 
Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. 


